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ABSTRAK

Penegakan hukum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian merupakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu. Dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2020-2024,
telah terjadi beberapa kasus pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di
wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Oleh karena itu, penelitian skripsi
ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman
dan efektifitas hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu
di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui polisi pada bidang Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis
yaitu dengan pengumpulan data yang diperoleh untuk mengetahui tentang
penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman terhadap
pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukumnya dengan
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori
penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan. Metode penelitian ini
menggunakan metode observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses penegakan hukum tindak
pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah yang dilakukan oleh Kepolisian
Resor Kota Sleman sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun masih
kurang optimal. Efektifitas hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran vang
rupiah palsu menggunakan pendekatan upaya penal dan non penal, namun belum
efektif karena terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas hukum tindak
pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian
Resor Kota Sleman.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Uang, Pengedaran Uang Palsu.



ABSTRACT

Law enforcement based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning
the Police is the main task of the Indonesian National Police including law
enforcement against criminal acts of counterfeiting and distribution of counterfeit
rupiah. In the last five years, namely 2020-2024, there have been several cases of
counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah in the jurisdiction of the
Sleman City Police. Therefore, this thesis research aims to determine the law
enforcement of criminal acts of counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah
in the jurisdiction of the Sleman City Police and the effectiveness of the law on
criminal acts of counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah in the
Jjurisdiction of the Sleman City Police.

This study uses a qualitative research method and the type of research used
is field research through the police in the Criminal Investigation Division of the
Sleman City Police. This research is descriptive analysis, namely by collecting data
obtained to find out about law enforcement carried out by the Sleman City Police
against counterfeiting and distribution of counterfeit rupiah in its jurisdiction using
an empirical legal approach. This study uses the theory of law enforcement and
crime prevention theory. This research method uses observation, interview,
literature study and documentation methods.

The results of the study indicate that the law enforcement process for
criminal acts of counterfeiting and circulation of rupiah currency carried out by the
Sleman City Police is in accordance with the investigation and inquiry procedures
regulated in the Criminal Procedure Code, but is still less than optimal. The
effectiveness of the law on criminal acts of counterfeiting and circulation of
counterfeit rupiah currency uses a penal and non-penal approach, but is not
effective because there are several factors inhibiting the effectiveness of the law on
criminal acts of counterfeiting and circulation of counterfeit rupiah currency in the
Jjurisdiction of the Sleman City Police.

Keywords: Law FEnforcement, Counterfeiting Money, Counterfeit Money
Distribution



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”

(Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Pada akhirnya takdir Allah itu selalu baik,

walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya”

(Umar bin Khattab)
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sejalan dengan kemajuan peradaban kehidupan manusia, tampaknya uang
menjadi salah satu benda yang tidak bisa terpisahkan dari semua orang di muka
bumi ini di mana pun ia berada. Hal ini karena uang menjadi kunci terpenuhinya
kebutuhan manusia sehari-hari. Dalam pemenuhan setiap kebutuhan baik
kebutuhan pokok maupun kebutuhan tersier, manusia hanya akan dapat
memenuhinya dengan cara membeli menggunakan uang sebagai alat
pembayaran. Meskipun saat ini bentuk alat pembayaran terus berubah-ubah
bentuknya, mulai dari uang berbentuk logam, uang kertas konvensional, hingga
berbentuk elektronik tetapi masith banyak masyarakat kita yang masih

menggunakan uang kertas kovensional sebagai metode pembayarannya.

Pada dasarnya setiap negara memiliki jenis dan bentuk uang yang
berbeda-beda, vang juga dapat dikatakan sebagai simbol kedaulatan negara
maupun alat pemersatu bangsa yang disebut Mata Uang. Mata Uang merupakan
satuan nilai yang telah disetujui oleh suatu negara.! Negara Kesatuan Republik
Indonesia sendiri memiliki mata uang yang disebut dengan Rupiah. Ciri khusus
yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan

! Margamu Desy Putri Dewi, “Faktor Penyebab Perdaran Rupiah Palsu Di Indonesia”,
Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm 2.



sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah
tersebut.? Penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang
mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus

dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya.?

Uang rupiah berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang hanya boleh dicetak dan dikeluarkan untuk diedarkan oleh Bank
Indonesia. Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk
mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat, sehingga tidak ada satu lembaga
lain pun yang berhak untuk turut mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Hak
tunggal Bank Indonesia untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah sesuai
Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 yang didasarkan
pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan
Pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional.
Sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan
oleh satu instansi saja yaitu Bank Indonesia. Saat ini, uang rupiah hanya memuat
tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*

2 Agus Arif Wijayanto, “Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia”, Jurnal
Hukum Khaira Ummah Vol 15, No. 1, (2020), hlm 5.

% Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
4 Mhd Zulifli Hasibuan, Yenni Arfah, M. Sabri A. Majid, Marliyah, Rita Handayani,

Dalyanto, Disna Hanum Siregar, “A Brief History Of Financial System And The Birth Of Money”,
Jurnal-lp2m.umnaw vol. 3, No. 1, 2022



Saat ini uang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena
uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dalam transaksi pembayaran barang
maupun jasa, sedangkan dalam perekonomian uang berfungsi sebagai alat untuk
menentukan nilai aset dan juga mampu untuk dikonversi menjadi nilai tunai bila
suatu saat memerlukannya.® Menurut Boediono fungsi uang yaitu sebagai satuan
hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpanan nilai dan standar
pembayaran di masa depan.® Sedemikian penting uang dalam kehidupan sehari-
hari sebagai alat pembayaran maka uang harus diterima atau mendapat jaminan
kepercayaan dari masyarakat. Pemberian jaminan kepercayaan tersebut
diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang
berkekuatan hukum tetap. Adapun cara Indonesia untuk menciptakan peraturan
hukum yang baik mengenai pengelolaan uang rupiah adalah dengan

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan
ketentuan perundang-undangan yang ditujukan guna memberi perlindungan
terhadap mata uang rupiah, namun tetap saja ada orang-orang yang melakukan
kejahatan terhadap mata uang, seperti memalsukan uang dan mengedarkan uang

rupiah palsu. Adanya kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu ini

° Rahayu Indah Anggraeni, Dini Astri Wijayanti, Eva Dwi Kurniawan, “Implementasi
Fungsi Uang Pada Sistem Perekonomian Dalam Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye”,
Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif Vol. 2, No. 1, 2024.

6 Jantokartono Moeljo, Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya
di Wilayah Hukum Sumatra Utara.” Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan
Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara, (Medan: Biro Rektor USU), 2006, hlm
2.



dikarenakan setiap orang berupaya memiliki uang banyak sebab uang
merupakan barang yang memiliki nilai tinggi dan berguna untuk memenuhi
kebutuhan hidup setiap orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang
tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau
tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas
berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang seperti melakukan
pemalsuan uang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum didentifikasikan
sebagai perbuatan tindak pidana.” Tindak pidana pemalsuan uang dewasa ini

semakin merajalela dalam skala yang besar hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media, maraknya tindak
pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu didukung oleh
perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat. Perkembangan
kemajuan teknologi dibidang percetakan komputer sangat memungkinkan orang
untuk meniru atau memalsukan uang yang hasilnya mirip dan menyerupai
aslinya yang didukung dengan mudahnya orang untuk mendapatkan bahan-
bahan untuk mencetak uang seperti bahan kertas, tinta cetak, mesin

cetak dan sebagainya.®

Kejahatan pemalsuan uang ini menjadi salah satu kejahatan yang sangat

merisaukan sebab dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan uang ini dapat

" Agus Arif Wijayanto, “Pemalsuan Mata Uang....”, hlm 2.

8 Antara Sulsel, Maraknya Peredaran Uang Palsu Ekses Kemajuan Teknologi,
https://makassar.antaranews.com/amp/berita/27176/maraknya-peredaran-uang-palsu-ekses-
kemajuan-teknologi, diakses.



mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Kerugian yang
ditimbulkan tidak hanya secara fisik tapi juga kerugian materiil, yaitu
membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah
sebagai legal tender® Legal tender sering dimaknai dengan pengertian alat
pembayaran yang sah menurut hukum.!® Menurut pembentuk undang-undang
dalam buku Lamintang, perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang
kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat
menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas

negara atau uang kertas bank.!!

Para pelaku pemalsuan mata vang dalam perbuatan-perbuatan tersebut
sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan terganggungya perekonomian
Negara dalam hal ini Bank Indonesia, karena banyaknya uang palsu yang
beredar dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga
berupa kerugian materil yang dilakukan secara perseorangan, maupun kelompok

kejahatan pemalsuan mata uang.*2

® Widodo Cahyono, Kebijakan Moneter Di Indonesia, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi
Kebank Sentralan Bank Indonesia), 2011, hlm 163.

10 Kristianus Pramudito Isyunanda, Memaknai Status “Legal Tender” Rupiah Digital,
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/23/memaknai-status-legal-tender-rupiah-digital,
diakses.

1P AF. Lamintang, dan Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum
Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika) 2009, him
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12 Aprianti Saibaka, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan
Undang-Undang Nomor Tahun 191 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal
Lex Crimen, Vol. VII, No. 2, 2018, hlm


https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/23/memaknai-status-legal-tender-rupiah-digital

Untuk menanggulangi permasalah terhadap kejahatan pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan
dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pemalsuan yang
beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi
pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.®®

Dalam rangka menanggulangi kejahatan tindak pidana pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu, hukum positif Indonesia telah mengatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 244 KUHP sampai Pasal 252
KUHP. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uvang dinyatakan

dalam Pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang
dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan
atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli
dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas

tahun.”*

Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan bahwa: “barangsiapa
dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang
dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas
asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau
waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun
barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas
vang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang
kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri,

13 Erna Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan
Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”, Keadilan Progresif'5, No. 1 (2014), hlm 2.

14 Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun
barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan
uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau
menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. "*°

Dari kedua Pasal dalam KUHP 244 dan 245 sama-sama menyebutkan
larangan kepada seseorang untuk meniru dan memalsu uang kertas dengan
maksud secara sengaja mengedarkan uang kertas yang dipalsu tersebut. Adapun
ancaman sanksi pada larangan ini adalah pidana penjara paling lama lima belas

tahun.

Keberadaan vang rupiah palsu di tengah-tengah masyarakat Indonesia
akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Terlebih menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 ada sekitar 56,20 juta orang
wirausaha di Indonesia. Proporsinya setara 36,95% dari total angkatan kerja
nasional yang berjumlah 152,11 juta orang.’® Hal ini bisa diartikan bahwa
banyak dari masyarakat Indonesia yang menjadi pelaku ekonomi yang tentunya
keberadaan uang palsu ini akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka
sebab ketika seseorang tidak menyadari bahwa mereka menerima uang palsu,

mereka mengalami kerugian finansial karena uang tersebut tidak memiliki nilai

15 Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6 Adi  Ahdiat, Jumlah  Wirausaha di = Indonesia  Agustus 2024,
https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6757d34e1749a/jumlah-wirausaha-di-
indonesia-agustus-2024, diakses.



https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6757d34e1749a/jumlah-wirausaha-di-indonesia-agustus-2024
https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6757d34e1749a/jumlah-wirausaha-di-indonesia-agustus-2024

nyata. Bisnis yang menerima uang palsu mungkin harus menanggung kerugian

besar jika uang tersebut tidak bisa ditukar atau diterima oleh bank.’

Salah satu kasus sebagai contoh keberadaan uang rupiah palsu ditengah-
tengah masyarakat yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Sleman yakni
kasus uang palsu yang menimpa seorang pedagang pasar bertempat di Pasar
Tanjung, Kalitirto Berbah Sleman. Adapun M (pelaku) membelanjakan uang
rupiah yang dipalsu tersebut seolah-olah uang rupiah asli dengan membeli
makanan ceriping dari S (korban) seharga Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) yang
dibayarkan menggunakan uang rupiah yang dipalsu pecahan Rp50.000 (lima
puluh ribu rupiah) dan uang rupiah asli sebesar Rp1.000 (seribu rupiah),
kemudian terdakwa mendapatkan kembalian uang rupiah asli sebesar Rp40.000
(empat puluh ribu rupiah). Dari contoh kasus tersebut, kerugian yang dialaminya
tidak hanya rugi atas barang atau makanan yang dijualnya saja, melainkan juga
uang sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang asli

justru diberikan kepada pelaku.

Dalam hal kejahatan terhadap mata uang rupiah, Kepolisian Resor Kota
Sleman pernah menangani beberapa laporan masuk terkait kasus pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor

Kota Sleman

17 Ivan, Dampak Uang Palsu: Mengguncang Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik,
https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-
kepercayaan-publik/, diakses.



https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/
https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/

B.

Tabel 1.1 Data Kasus Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu di

Sleman selama lima tahun terakhir.

Tahun Jumlah Perkara Selesai
2020 2 1
2023 2 1
2024 - 1

Sumber: Reskrim Polresta Sleman pada November 2024.

Melihat dari fakta masih terjadi kasus pemalsuan uang dan pengedaran
uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman membuat
penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana peran
Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang yang tidak
cukup hanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang ada atau yang
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana saja, tetapi lebih jelas lagi
dengan dilakukan penelitian. Dari alasan tersebut penulis tertarik untuk
membahas sebagai karya ilmiah tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul
“Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran

Uang Rupiah Palsu (Studi di Kepolisan Resor Kota Sleman)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas,

maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota
Sleman?

2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota

Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik tujuan dari penelitian ini

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana
pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum
Kepolisian Resor Kota Sleman.

b. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap tindak pidana
pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum

Kepolisian Resor Kota Sleman.

2. Kegunaan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap terdapat manfaat

penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

a. Kegunaan Teoritis
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Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan
sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana
terkait dengan penerapan penegakan hukum tindak pidana
pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah Kabupaten
Sleman bahkan secara nasional.
b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum
untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam upaya
menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemalsuan dan

pengedaran uang rupiah palsu.

Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang masih
berada di ruang lingkup yang sama yang kemudian dijadikan sebagai
sumber rujukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian
sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait
tema yang akan dibahas oleh penulis, yakni ‘“Penegakan Hukum Tindak
Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu”, penulis
menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara

spesifik memiliki perbedaan, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mega Sekar Pertiwi dengan judul

“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu
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(Studi Kasus).”'® Skripsi ini mengkaji mengenai konsep hukum pidana
terkait pembuktian tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu, dan
analisis pertimbangan hukum oleh hakim berdasarkan hukum pidana.
Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada tujuan penelitian yang
dilakukan Mega Sekar Pertiwi adalah membahas proses pembuktian dalam
perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu, serta pertimbangan
hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana
menyimpan rupiah palsu, sedangkan di penelitian penulis, tujuan
penelitiannya membahas mengenai penegakan hukum pemalsuan uang dan
pengedaran uang rupiah palsu, dan menganalisis efektivitas hukum terhadap
tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah

hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Kedua, skripsi karya Ta’amati Loi dengan judul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu
(Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)”.’® Skripsi ini ditulis untuk
mengkaji mengenai penegakan hukum dalam kasus pemalsuan uang dan
pengedaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Sektor Patumbuk
beserta dengan sanksi hukum terhadap pelaku. Perbedaan dengan penelitian
ini yakni Ta’amati Loi membahas mengenai proses penegakan hukum

terhadap kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah

18 Mega Sekar Pertiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah
Palsu (Studi Kasus)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

1 Ta’amati Loi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan
Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Medan Area, Medan, 2022.



13

hukum Kepolisian Sektor Patumbak, sedangkan pada penelitian yang
dilakukan penulis membahas mengenai analisis penegakan hukum tindak
pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah

hukum Kepolisan Resor Kota Sleman.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Erna Dewi dengan judul “Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar
Uang Palsu di Kota Bandar Lampung.”?° Perbedaan antara penelitian ini
dengan skripsi penulis yakni dalam junal ini pada pembahasan dipaparkan
temuan mengenai penegakan hukum oleh pelaku pemalsuan uang dan
pengedaran uang palsu di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan
dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan
mencegah serta menanggulangi masyarakat menjadi korban pemalsuan
uang, sedangkan di penelitian penulis membahas mengenai penegakan
hukum pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu dan menganalisis
efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan vang dan pengedaran
uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.
Kemudian adanya perbedaan terhadap jenis penelitian, yaitu berupa jurnal

dan skripsi.

2 Erna Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan
Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”, Keadilan Progresif 5, No. 1 (2014)
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Keempat, Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Rendy
Kusrakhmanda dan Achmad Sulchan dengan judul “Penegakan Hukum
Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang
(Studi Kasus Di Pengadilan Negri Semarang)”.?! Perbedaan dalam
penelitian jurnal dengan skripsi penulis yakni pada jurnal ini dipaparkan
temuan berupa pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan uang yang terjadi di
Kota Semarang dan penerapan Hakim dalam menerapkan unsur-unsur
tindak pidana pemalsuan uang. Sedangkan di penelitian penulis membahas
mengenai penegakan hukum pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah
palsu dan menganalisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan
uang dan pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor
Kota Sleman. Adanya perbedaan lokasi pengambilan data, yaitu Kota
Semarang dan Kepolisian Resor Kota Sleman. Kemudian adanya perbedaan

bentuk penelitian yaitu berupa jurnal dan skripsi.

Kelima, Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Rizki Akbar Maulana
dan Hana Faridah dengan judul “Penegakan Hukum Atas Penyimpanan Dan
Pengedaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran Yang Diragukan
Keasliannya?? Perbedaan dalam penelitian artikel dalam jurnal dengan

skripsi penulis yakni pada jurnal ini membahas analisis yuridis terhadap

2l Rendy Kusrakhmanda dan Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., “Penegakan Hukum
Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan
Negri Semarang)”, Konfersi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, (2019)

22 Rizki Akbar Maulana, Hana Faridah, “Penegakan Hukum Atas Penyimpanan Dan
Peredaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran Yang Diragukan Keasliannya”, JUSTITIA: Jurnal
Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8, No. 6, 2021.
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Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN Pml. atas kasus yang dilakukan oleh
Nurichan dan Karyono sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
hukum, sedangkan di penelitian penulis membahas mengenai penegakan
hukum pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah palsu dan menganalisis
efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran
uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.
Kemudian adanya perbedaan bentuk penelitian yaitu berupa jurnal dan

skripsi.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di
dalam kaidah-kaidah atau pandangan sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. %

Sejumlah faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap penegakan

hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:>*

a. Perangkat Hukum

2 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty), 1998, hlm 33

24 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 5



16

1. Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai
apa saja serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak
berperilaku.

2. Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai
bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta
melaksanankan keputusan.

b. Penegak Hukum
Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk
berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya
dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum
dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor
paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak
hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan
perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakana apabila tidak
ada penegak hukum.
c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh

dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta

ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati
hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum
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Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar
apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa
adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan
Pada dasarnya, kebudayan hukum mencakup nilai-nilai yang
menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau

bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk
melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang
‘kebijakan kriminal® (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak
terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (social
policy) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan
sosial’ (social welfare policy) dan ‘kebijakan/upaya-upaya untuk

melindungi masyarakat’ (social defence policy).

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,

bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (application criminal law)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
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c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on

crime and punishment/massa media)®®

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief
secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni jalur penal dan

non penal.

a. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya
penal). Upaya penanggulangan lewat jalur penal bisa disebut
upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.?® Upaya
ini lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan
yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan.

b. Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (non-penal).
Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini biasanya
juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di
luar hukum pidana.?” Upaya ini lebih menitikberatkan pada
sifat preventif yaitu tindakan yang berupa pencegahan
sebelum terjadinya kejahatan.

3. Teori Efektivitas Hukum

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar
Intipratama, 2011), hlm. 45

%6 Tbid.

27 |bid., hal. 72
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Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku
manusia sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan
yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk
menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana

atau belum dengan melihat keadaaan di masyarakat.

Teori Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang
memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum,
yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara
khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action)
dengan hukum dalam teori (law in theory), dengan kata lain kegiatan ini
akan memperlihatkan sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuan yang
diinginkannya dan seberapa efektif hukum tersebut diterima serta

diterapkan dalam masyarakat.?®

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum

berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu
penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan
mentaati hukum.

b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang

berlaku. Artinya Masyarakat mungkin menolak atau menentang

28 Djenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Pendidikan
Dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2018.
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hukum karena takut pada petugas atau polisi, mentaati suatu
hukum karena takut terhadap sesama teman, mentaati hukum
karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek
waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan

diharapkan memberikan hasil.?°

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (Field
Research) yaitu penelitian ini mempelajari konteks keadaan saat ini serta
antara interaksi interaksi individu, institusi, dan masyarakat.®® Kondisi
lokasi penelitian yang berada di wilayah hukum kabupaten Sleman, harus
diobservasi langsung oleh peneliti dengan menggunakan jenis penelitian
ini. Adapun data didapatkan langsung dengan melakukan wawancara
dengan AW penyidik pembantu Reskrim Unit Tiga anggota Satreskrim

dari Kepolisian Resor Kota Sleman.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini berusaha

menggambarkan suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data

2 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, (Bandung: Alumni,
1985), him. 45

30 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) hlm 15
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yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil
kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena
mendeskripsikan gambaran penegakan hukum terkait pemalsuan dan
pengedaran uang rupiah palsu melalui data dan hasil wawancara dengan
pihak Kepolisian dan masyarakat yang dikumpulkan sebagaimana

adanya.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang melihat
realitas sosial dan ketentuan hukum yang relevan.®! Adapun pendekatan
pada penelitian ini akan mengusut peraturan perundang-undangan terkait
penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang dengan
melihat realita penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan
pengedaran uang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui
observasi dan wawancara. Data primer penelitian ini diperoleh
melalui observasi dan wawancara langsung dengan AW penyidik
pembantu Reskrim Unit Tiga Kepolisian Resor Kota Sleman.

b. Data Sekunder

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2016), hlm. 126
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Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Pada data
sekunder ini akan peneliti gunakan berupa jurnal hukum, artikel
hukum, peraturan perundang-undangan, penelusuran website dan

beberapa bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam peneltian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

a.

C.

Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati suatu objek yang berhubungan
dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan
observasi atau pengamatan dengan mengamati para pedagang kaki
lima di wilayah Kabupaten Sleman khususnya di Taman Denggung
Sleman dan Street Food Stadion Maguwoharjo Sleman mengenai
penegakan hukum terkait pemalsuan dan pengedaran uang rupiah
palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman dan tingkat
efektivitas hukum yang diupayakan Kepolisian Resor Kota Sleman.
Wawancara

Metode wawancara dilaksanakan oleh penulis dengan cara bertemu
langsung dengan pihak terkait yakni Bapak AW penyidik pembantu
Reskrim Unit Tiga Kepolisian Resor Kota Sleman.

Dokumentasi
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Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan
semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan seperti
data kasus pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu yang
terselesaikan maupun yang tidak terselesaikan.
6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan
melaksanakkan sebuah penelitian guna memperoleh informasi, data dan
fakta yang dibutuhkan guna menunjang pokok bahasan yang akan
dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Pada penelitian ini yang
menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Sleman dan
Street Food Lapangan Denggung, serta Street Food Stadion
Maguwoharjo Sleman.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah analisis kualitatif
dengan memberikan gambaran dan penjelasan pada proses penegakan
hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu oleh
Kepolisian Resor Kota Sleman dan menganalisis efektivitas hukum
terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang rupiah

palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana

Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi di Kepolisian Resor
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Kota Sleman)” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi

beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum yang terdiri atas tinjauan
umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, serta tinjauan

umum mengenai pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum meliputi gambaran
umum Kepolisian Resor Kota Sleman dan gambaran umum penegakan
hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu di

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi
menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai analisis
penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang di wilayah
hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Sub bab kedua menjelaskan hasil
analisis efektivitas hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan
pengedaran uang rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota

Sleman.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran dalam penelitian.



A.

BAB YV

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya,

maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut.

I.

Proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran
mata uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota
Sleman dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari korban.
Kemudian dilanjutkan pada tahap penyelidikan untuk diselidiki
apakah laporan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana
pemalsuan dan pengedaran mata uang rupiah palsu atau tidak. Apabila
dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka akan dilanjutkan
pada tahap penyidikan oleh penyidik polri untuk ditemukan tersangka
dan barang bukti. Setelah berkas penyidikan dianggap lengkap, kasus
dilimpahkan ke kejaksaaan. Proses penegakan hukum yang dilakukan
oleh Kepolisian Resor Kota Sleman telah sesuai dengan prosedur
penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP, namun masih perlu

lebih dioptimalkan.

. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang

rupiah palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman masih
belum dapat dikatakan efektif karena beberapa faktor kendala yang

menghambat efektivitas penegakan hukum seperti: faktor penegak

118
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hukum yang tidak dapat menyelesaikan semua kasus pemalsuan dan
pengedaran uang palsu yang telah dilaporkan, faktor sarana prasarana
yang masih kurang canggih dan faktor masyarakat yang kurang

mendukung pemutusan peredaran uang palsu.

B. Saran

1.

Bagi Kepolisian Resor Kota Sleman, setelah melihat dari hasil
penelitian, diketahui bahwa masih terdapat kasus tindak pidana
pemalsuan dan pengedaran mata uang rupiah palsu di wilayah hukum
Kepolisian Resor Sleman yang belum diselesaikan, sehingga
diharapkan Kepolisian Resor Sleman untuk lebih memaksimalkan
tugasnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ini. Selain itu,
upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman harus
selalu diterapkan terutama dalam upaya preventif. Kemudian lebih
dikuatkan lagi peran aparat kepolisian untuk melindungi korban tindak
pidana ini agar korban tidak merasa takut untuk melaporkan adanya

penemuan uang rupiah palsu yang diterimanya.

. Bagi Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal pencetak dan pengedar

mata uang rupiah diharuskan untuk lebih meningkatkan kualitas dan
fitur pengamanan rupiah dan melakukan upaya-upaya preventif
dengan cara sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah kepada masyarakat

secara berkala baik secara langsung atau media sosial.

. Bagi masyarakat disarankan untuk bersikap kooperatif kepada aparat

penegak hukum khususnya kepolisian untuk selalu memeriksa
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keaslian uang setiap kali menerimanya dengan cara 3D (dilihat, diraba,
dan diterawang), tidak turut membelanjakan uang rupiah palsu yang
diterima, dan segera melaporkan setiap adanya dugaan tindak pidana
pemalsuan mata uang dan pengedaran mata uang rupiah palsu ke

kepolisian.
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